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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL

DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada

Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada

Barang dinilai sudah tidak relevan;

b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

berupa penerbitan Surat Keterangan Kewajiban

Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dan Surat

Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label dalam

Bahasa Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur

kembali ketentuan kewajiban pencantuman label dalam

Bahasa Indonesia pada barang;

www.peraturan.go.id



2015, No.1519 -2-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia

pada Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5584);

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja

Periode Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-

DAG/ PER/ 8/ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan

Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA

INDONESIA PADA BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk

badan hukum, atau bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan

usaha di bidang perdagangan.

3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik

dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan

dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

4. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk

mengemas dan/atau membungkus Barang, baik

langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan

Barang.

5. Label adalah setiap keterangan mengenai Barang yang

berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau

bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan

keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang
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disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam,

ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada

Barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan Barang.

6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam

Daerah Pabean.

7. Pedagang Pengumpul adalah setiap orang perseorangan

atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha

melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro

dan usaha kecil untuk diperdagangkan.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, kecil, dan

menengah.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, kecil, dan

menengah.

10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya

pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

11. Barang Curah adalah Barang dalam bentuk cair atau

padat yang diperdagangkan dengan cara menimbang

volume atau berat Barang di hadapan Konsumen.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor

Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri

wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.
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